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Upah borongan ini dapat merugikan kedua belah pihak, dikarenakan 
ketidakpastian pendapatan buah sawit, lama waktu pekerjaan dan beban kerja. 
Kerugian dapat dialami pihak mu‟ajir, contoh Lukman merupakan salah satu buruh 
petik sawit, lukman bekerja memetik sawit milik Markum selaku musta‟jir, yang 
memiliki luas lahan perkebunan sawit seluas 1 ha, dengan upah borongan sebesar Rp 
500.000. Namun setelah selesai pekerjaannya ternyata dalam memanen buah 
sawitnya memakan waktu yang lama dan beban kerja yang jelas lebih berat. Dan hasil 
buah sawit yang dipanen ternyata mencapai bobot hingga 5 Ton. Dengan perhitungan 
5 Ton buah sawit dikalikan dengan harga Rp 1000 dan potongan 8%, sehingga uang 
hasil panen senilai Rp 4.600.000. Seharusnya dengan jumlah Tonase tersebut buruh 
sawit dapat menerima upah senilai Rp 1.500.000. bukan hanya Rp 500.000. 
Sedangkan kerugian dapat dialami oleh musta‟jir apabila buah sawit yang dipanen 
hanya sedikit. Selain itu juga upah dibayarkan paling cepat setelah 1 minggu panen.   
Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Praktek pelaksanaan 
Upah Buruh Petik Sawit dengan upah borongan di Desa Batunangkop Kecamatan 
Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara? Bagaimana pandangan Hukum 
Ekonomi Syari‟ah tentang pelaksanaan upah buruh petik sawit dengan upah borongan 
di Desa Batunangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara? 
Adapun tujuan penelitian ini adalah  Untuk meneliti dan mengetahui mengenai 
praktek pelaksanaan upah buruh petik sawit dengan upah borongan di Desa 
Batunangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara. Untuk 
mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syari‟ah tentang Pelaksanaan 
Upah Buruh Petik Sawit dengan Upah Borongan di Desa Batu Nangkop Kecamatan 
Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara. Kemudian untuk jenis penelitian ini 
adalah termasuk jenis penelitian lapangan (field research), sedangkan untuk sifat 
penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten 
Lampung Utara. Dan Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
menggunakan metode berfikir induktif.   
Hasil dari penelitian ini adalah akad upah terjadi diawali karena adanya ijab 
dan qabul yang dilakukan oleh (mu‟jir dan musta‟jir), upah yang diberikan berbentuk 
uang tunai dan upah diberikan paling cepat setelah satu minggu panen. Sedangkan 
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan upah buruh petik sawit 
dengan upah borongan ini bila dikaitkan dengan konsep muamalah telah sesuai 
karena Rukun dan Syarat Ijarah dalam upah borongan petik sawit ini telah terpenuhi 
dan mengenai upah yang ditunda untuk dibayarkan dibolehkan karena sudah 
kesepakatan kedua belah pihak dan penundaan itu tidak disengajakan melainkan 
karena menunggu buah Sawit yang dipanen laku terjual terlebih dahulu sehingga 









                          
                            
                       
    
“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut 
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) 
mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka 
berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 
menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu 
menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. 
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A. Penegasan Judul 
Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 
memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap 
penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini. 
Dengan penegasan tersebut menghindari kesalahpahaman dalam memahami 
makna yang terkandung dalam skripsi ini, disamping itu langkah ini merupakan 
proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul 
skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan 
Upah Buruh Petik Sawit Dengan Upah Borongan (Studi Kasus di Desa Batu 
Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara).” Selanjutnya 
penulis tegaskan beberapa Istilah penting yang terdapat pada judul tersebut: 
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah adalah hasil meninjau,
1
 maksud Hukum 
Ekonomi Syari‟ah dalam penelitian ini adalah Fiqh Muamalah, Fiqh Muamalah 
adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia 
dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan 
harta benda.
2
 Buruh Petik Sawit adalah orang yang bekerja memetik/memanen 
                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2011), h. 1470. 
2







 Upah Borongan adalah cara pengupahan atau penetapan besarnya jasa 
didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya.
4
 
Dengan penegasan judul di atas, maka maksud dari skripsi ini adalah meninjau 
dari Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan upah buruh petik sawit dengan 
sistem borongan di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten 
Lampung Utara. 
B. Latar Belakang Masalah  
Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur 
beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar 
manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut Ad-Dimyati, muamalah adalah 
aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah 
ukhrowi, sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalah adalah 
peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup 
bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.
5
 
Aktifitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam muamalah termasuk di 
dalamnya adalah masalah jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam 
meminjam dan lain sebagainya.
6
 
Salah satu bidang muamalah yang sering terjadi adalah kerja sama antara 
sesama manusia yaitu kerja sama yang diadakan antara satu pihak sebagai 
                                                             
3
Try Wahyudi, wawancara dengan buruh, Batunangkop-Lampung Utara, 25 Juli 2020. 
4
Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja (Jakarta; PT Raja GrafindoPersada, 2007), h. 69. 
5
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah...., h. 1-2. 
6





penyedia jasa manfaat atau tenaga, yang lazim disebut buruh atau pekerja dengan 
orang lain yang menyediakan pekerjaan yang disebut majikan. Kerjasama seperti 
ini dalam syariat Islam digolongkan kepada perjanjian sewa menyewa (al-ijarah), 
yaitu ijarah a‟la al-a‟mal, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa 
hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain.
7
 
Upah merupakan memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang 
yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu 
diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.
8
 
Dalam menentukan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak 
syari‟ah , bukanlah pekerjaan mudah. Mawardi dalam “Al-Ahkam al-Suthaniah” 
berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya 
gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum.
9
 Seorang pekerja 
berhak untuk mendapatkan upah yang adil atas kontribusinya dalam bekerja. 
Untuk menentukan standar upah yang adil dan batasan-batasan yang 
menunjukkan eksploitasi terhadap pekerja, Islam mengajarkan bagaimana 
menetapkan upah yaitu dengan tidak melakukan kezaliman terhadap buruh 
ataupun dizalimi oleh buruh.
10
 Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-
Baqarah [2] ayat 279, sebagai berikut: 
                                                             
7
 Rachmat Syafe‟I, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 133. 
8
 Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata islam Di Indonesia, (Bandar Lampung: Seksi Penerbit 
Fakultas Syari‟ah, 2014), h. 149. 
9
 Rustam Efendi, Produksi Dalam Islam, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), h. 55-
56. 
10





َه  فَإِن ِ ٱلَّۡم تَۡفَعلُواْ فَۡأَذوُواْ بَِحۡرٖب مِّ لُِكۡم ََل  ۦ َوَرُسولِهِ  ّللَّ َوإِن تُۡبتُۡم فَلَُكۡم ُرُءوُس أَۡمَوَٰ
  تَۡظلُِموَن َوََل تُۡظلَُمونَ 
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, 
bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari 
pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan 
tidak (pula) dianiaya. (Q.S. Al-Baqarah [2] ayat:279). 
Dalam Islam, pemberian upah bagi pekerja disebut juga ujrah. Menurut Idris 
Ahmad, upah memiliki arti mengambil manfaat dari tenaga orang lain dengan 
jalan memberi ganti sesuai dengan syarat-syarat tertentu.
11
 
Ujrah ada karena adanya akad  ijarah, adapun ijarah adalah suatu 
kesepakatan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa orang yang 
melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikat, untuk dapat menimbulkan hak 
serta kewajiban diantara keduanya.
12
 
Dalam fiqih muamalah, upah ditentukan berdasarkan prinsip layak atau 
kesetaraan dan keadilan yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa 
yang telah ia berikan pada proses produksi.
13
 Upah dikatakan layak apabila upah 
yang diterima oleh pekerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan dapat 
memenuhi kebutuhan. Adapun maksud adil dalam penetapan upah ini adalah jelas 
dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya peraturan yang mengatur selama 
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hubungan kerja terjalin, sebelum pekerja dipekerjakan harus ada kejelasan berupa 
upah yang akan diperoleh oleh pekerja. Adil juga bermakna sesuai dengan jerih 
payah pekerja atau beban kerjanya.
14
 
Masyarakat Desa Batunangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten 
Lampung Utara sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai seorang 
buruh dalam berbagai bidang, salah satunya sebagai buruh petik sawit.dalam 
pekerjaannya biasanya buruh petik sawit ini berjumlah sekitar 2/3 orang, setiap 
selesai pekerjaannya buruh petik sawit berhak menerima upah, upah itu sendiri 
merupakan salah satu bentuk pemberian yang terdapat dalam suatu akad kerja 
sama antara satu orang dengan orang lainnya, yang termasuk kedalam kategori 
akad yang dalam Islam lebih dikenal dengan istilah al-ijarah. 
Upah itu sendiri dibayarkan kepada buruh/pekerja petik sawit setelah selesai 
bekerja, umumnya upah pekerja/buruh petik sawit dihitung dengan Jumlah Tonase 
yang didapat/ seberapa banyak bobot buah sawit yang dipanen bukan hitungan 
pekerja harian ataupun borongan, contohnya apabila buah sawit yang dipanen 
mendapatkan Tonase/bobot 1 Ton buah sawit, maka buruh/pekerja sawit dapat 
menerima upah sebanyak Rp 300.000, namun yang dipermasalahkan dalam 
penelitian ini adalah upah buruh/petik sawit dengan sistim borongan, karena jika 
dihitung upah dengan upah borongan ini dapat merugikan kedua belah pihak, baik 
pihak mu‟ajir (yang menerima upah) atau pihak musta‟jir (pemberi upah) karena 
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ketidakpastian pendapatan buah sawit disetiap panennya, ketidakpastian lama 
waktu pekerjaannya dan ketidakpastian beban kerjanya. Kerugian dapat dialami 
pihak mu‟ajir (penerima upah), Lukman merupakan salah satu buruh petik sawit, 
lukman bekerja memetik sawit milik bapak Andi selaku musta‟jir (pemilik lahan), 
yang memiliki luas lahan perkebunan sawit seluas 1 ha, dengan upah borongan 
sebesar Rp 500. 000. Namun setelah selesai pekerjaannya ternyata dalam 
memanen buah sawitnya memakan waktu yang lama dan beban kerja yang jelas 
lebih berat. Dan hasil buah sawit yang dipanen ternyata mencapai bobot hingga 5 
Tonase. Dengan perhitungan 5 Tonase buah sawit dikalikan dengan harga Rp 1000 
dan potongan 8%, sehingga uang hasil panen senilai Rp 4. 600. 000. Seharusnya 
dengan jumlah Tonase tersebut buruh/pekerja sawit dapat menerima upah senilai 
Rp 1. 500. 000, bukan hanya Rp 500.000.Sedangkan kerugian dapat dialami oleh 
musta‟jir apabila buah sawit yang dipanen hanya sedikit. 
Oleh karena itu, untuk mengetahui pembahasan lebih lanjut bagaimana 
penetapan tentang imbalan ujrah/upah yang dilakukan oleh para buruh petik sawit 
yang berada di Desa Batunangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten 
Lampung Utara berdasarkan Hukum Ekonomi Syari‟ah, dengan judul penelitian: 
“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari‟ah Tentang Pelaksanaan Upah Buruh Petik 
Sawit Dengan Upah Borongan” (Studi Kasus di Desa Batu Nangkop Kecamatan 







C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 
Berdasarkan Uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus 
permasalahan yang akan dibahas nanti, adapun yang menjadi fokus penelitian 
yaitu: 
1. Praktek pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit dengan upah borongan di Desa 
Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara? 
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syari‟ah tentang pelaksanaan upah buruh petik 
sawit dengan upah borongan di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai 
Tengah Kabupaten Lampung Utara? 
D. Rumusan Masalah 
Rumusan Masalah Penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Praktek pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit dengan upah 
borongan di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten 
Lampung Utara? 
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syari‟ah tentang pelaksanaan upah 
buruh petik sawit dengan upah borongan di Desa Batu Nangkop Kecamatan 
Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara? 
E. Tujuan Penelitian 





1. Untuk meneliti dan mengetahui mengenai praktek pelaksanaan upah buruh 
petik Sawit Dengan Upah Borongan di Desa Batunangkop Kecamatan 
Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara. 
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syari‟ah tentang Pelaksanaan 
Upah Buruh Petik Sawit dengan Upah Borongan di Desa Batunangkop 
Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara. 
F. Manfaat Penelitian 
a. Secara Praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi 
tugas akhir guna memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) pada Fakultas 
Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 
b. Secara Teoritis kegunaan penelitian ini adalah menambah wawasan dan 
mampu memberikan pemahaman mengenai konsep upah, sistem pengupahan 
yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah (Hukum islam) yang 
berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadist dalam pengupahan buruh petik sawit 
dalam pandangan dan penilaian Hukum Islam dan diharapkan dapat 
memperkaya khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya, civitas 
akademik Fakultas Syari‟ah, Jurusan Muamalah pada Khususnya. Selain itu 
diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses 
pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang 
maksimal. 





 Tinjauan pustaka merupakan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para 
peneliti terdahulu. Selain itu, penelitian yang terdahulu juga dapat dijadikan 
sebagai referensi atau acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian yang saling 
terkait. Di antara penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Skripsi oleh Intan Mariska Aretra yang berjudul “Penerapan Sistem Upah 
Borongan Buruh Roti Pada UD Cahaya Niaga Di Jorong Kawai Nagari Batu 
Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Dalam Perspektif Fiqih Muamalah” UIN 
Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau. Permasalahan pada penelitian ini adalah 
Bagaimana penerapan sistem upah borongan buruh roti pada UD Cahaya 
Niaga di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara dalam 
Perspektif Fiqih Muamalah. Kesimpulannya jika ditinjau dari fiqih muamalah 
sistem upah borongan yang diterapkan oleh UD Cahaya Niaga belum sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan hukumnya tidak sah karena salah satu 
rukun dan syarat ijarah tidak direalisasikan atau tidak terpenuhi yaitu ujrah 
(upah), dimana ketentuan tentang upah dalam Islam harus di sepakati dan tidak 
boleh gharar. Karena tidak adanya penjelasan oleh pemborong roti goreng 









2. Skripsi oleh Sony Oktavian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Penetapan Upah Bagi Penyadap Karet Borongan Studi Kasus Pada Pabrik 
Karet PTPN VII Unit Kedaton Desa Way Galih Kec. Tanjung Bintang 
Lampung Selatan”. UIN Raden Intan Lampung. Permasalahan dalam 
penelitian ini adalah bagaimana praktik penetapan standar upah bagi penyadap 
karet borongan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah 
penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan pada perusahaan 
tersebut. Kesimpulannya Jika ditinjau dari hukum Islam maka sudah 
memenuhi rukun dan syarat pengupahan namun terdapat salah satu prinsip 




3. Skripsi oleh Qorri Uyunina yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap 
Praktik Pengupahan Sistem Borongan Memanen Padi di Desa Prajegan 
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. IAIN Ponorogo. Permasalahan 
dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap 
praktik pengupahan sistem borongan memanen padi di desa prajegan 
kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo (2) bagaimana tinjauan fiqh 
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 Sony Oktavian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Bagi Penyadap Karet 
Borongan Studi Kasus Pada Pabrik Karet PTPN VII Unit Kedaton Desa Way Galih Kec. Tanjung 





muamalah terhadap penambahan upah sistem borongan memanen padi di desa 
prajegan kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo (3) bagaimana tinjauan fiqh 
muamalah terhadap keterlambatan waktu pengerjaan dalam praktik sistem 
borongan memanen padi di desa prajegan kecamatan sukorejo kabupaten 
ponorogo. Kesimpulannya (1) akad dasar penetapan upah jasa yang dilakukan 
oleh pihak penyedia jasa dalam penetapan upah  jasa telah memperhatikan 
ketentuan-ketentuan dalam fiqh muamalah. Ketentuan-ketentuan tersebut 
diantaranya, sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad ijarah. (2) 
termasuk dalam ajrun musamma, dimana upah telah disebutkan pada saat 
transaksi, yaitu kedua belah pihak melakukan transaksi tersebut telah rela 
terhadap upah yang ditetapkan. Disamping itu, pihak musta‟jir tidak boleh 
dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah ditetapkan. Namun 
dalam praktiknya pihak penyedia jasa meminta untuk diberikan bayaran lebih 
besar, sehingga hal tidak sesuai dengan ketentuan dalam fiqh muamalah. (3) 
mengenai keterlambatan waktu pengerjaan, termasuk dalam bentuk 
wanprestasi, yaitu pekerja melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi 
terlambat. Dan hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena hal 
tersebut dianggap dapat merugikan pihak lain yang melakukan perjanjian, 
dimana dalam praktiknya penyedia jasa tidak melakukan pekerjaan sesuai yang 
telah disepakati dalam akad.
17
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Perbedaan penelitian ini dengan Penelitian terdahulu adalah dalam 
penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana pandangan Hukum Ekonomi 
Syariah tentang Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit dengan Upah Borongan 
di mana dalam Upah Borongan buruh petik Sawit disini di hitung berdasarkan 
luas lahan perkebunan sawit yang hendak di panen. 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara 
bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisa 
data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, 
gejala, atau isu tertentu.
18
 Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian 
lapangan langsung tentang pelaksanaan upah buruh yang sesuai dengan Hukum 
Islam (Fiqih Muamalah) dengan objek penelitian di Desa Batunangkop Lampung 
Utara. 
1. Jenis Penelitian 
     Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 
research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada 
responden.
19
 Penelitian ini berhubungan dengan pelaksanaan upah buruh petik 
sawit dengan sistem borongan di Desa Batunangkop Kabupaten Lampung 
Utara. 
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2. Sifat Penelitian 
     Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian 
yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. 
Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan 
menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.
20
 
Dalam penelitian ini mendeskripsikan  tinjauan hukum ekonomi syari‟ah 
tentang pelaksanaan upah buruh petik sawit dengan sistim borongan. 
3. Data dan Sumber Data 
     Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum 
Islam yang terkait dengan pelaksanaan upah buruh petik sawit dengan sistem 
borongan serta faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Oleh karena 
itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Data Primer 
Data primer adalah hasil wawancara yang diperoleh langsung dari 
sumber pertama.
21
 Hasil wawancara dalam penelitian ini diperoleh dari 
responden langsung, yaitu dari pemberi upah (pemilik kebun sawit) dan 
penerima upah (para buruh petik sawit) yang berkaitan dengan 
pelaksanaan upah dengan sistim borongan. 
b. Data Skunder  
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Data skunder adalah data yang tidak langsung memberikan data 
kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau dokumen.
22
 Data 
sekunder dalam hal ini adalah beberapa buku-buku yang dapat diperoleh 
dari perpustakaan, maupun dari pihak lainnya yang mempunyai relevansi 
dengan permasalahan yang hendak diteliti. 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi  
Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki 
karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti 
dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan 
sebagainya.
23
 Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 143 orang 
yang terdiri dari 23 orang sebagai pemilik lahan sawit dan 120 orang 
sebagai buruh petik sawit. 
b. Sampel  
Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang telah diteliti, 
apabila jumlah responden kurang dari 100, sampel diambil semua 
sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sedangkan jika 
jumlah responden lebih dari 100, maka pengambilan sampel 10%, 15%, 
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 Karena populasi dalam penelitian ini di atas 100 orang 
yaitu berjumlah 143 orang maka sampel diambil 10%, jadi sampel dalam 
penelitian ini adalah 143:10%= 14 orang, maka sampel dalam penelitian 
ini berjumlah 14 orang, maka peneliti mengambil 4 orang sebagai pemilik 
lahan dan 10 orang sebagai buruhnya. Maka teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian menggunakan teknik random sampling, simpel random 
sampling adalah metode penarikan dari sebuah populasi dengan cara 
tertentu sehingga setiapp anggota populasi memiliki peluang yang sama 
untuk terpilih sebagai sampel.
25
 
5. Metode pengumpulan data 
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan 
data.
26
 Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 
mendapatkan data yang memenuhi standar. Untuk itu dalam penelitian ini, 
pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu: 
a. Observasi 
Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.
27
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Observasi yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap 
pelaksanaan upah buruh petik sawit dengan sistem borongan. 
b. Wawancara (Interview) 
Wawancara adalah suatu proses Tanya jawab dalam penelitian yang 
berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka 
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-
keterangan.
28
 Dalam hal ini penulis mewawancarai sejumlah buruh petik 
sawit dan pemilik lahan sawit selaku pemberi upah. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable 




6. Metode Pengolahan Data 
Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan 
data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
a. Editing 
Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan 
oleh para pengumpul data.Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan 
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atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah 
diselesaikan sampai sejauh mungkin.
30
 
b. Koding  
Koding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para 
responden kedalam kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan 





Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data yang 
telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan 
klasifikasi data yang diperoleh. Yang bertujuan untuk menempatkan data 
menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah 
dengan cara melakukan pengelompokkan data yang telah diedit dan 
kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.
32
 
d. Analisa Data 
Setelah data diperoleh selanjutnya data tersebut akan dianalisis. 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematika data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, 
dengan cara menyusun pola memilih mana yang penting yang harus 
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Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi 
Syari‟ah Tentang Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit dengan Upah 
Borongan yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari 




I. Sistematika Pembahasan 
Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari 
sub bab, yaitu: 
Bab pertama yang berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan skripsi 
secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang 
masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian 
dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua, untuk menghantarkan pada permasalahan tinjauan hukum 
ekonomi syariah tentang pelaksanaan upah buruh, maka pada bab ini akan 
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dibahas pengertian dan dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, prinsip 
keadilan upah, jenis-jenis upah, penggolongan upah, waktu pembayaran upah, 
sistem pengupahan dalam Islam, dan berakhirnya akad upah. 
Bab ketiga, berisi tentang pelaksanaan upah buruh petik sawit di Desa Batu 
Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara, dengan sub 
bab pertama adalah gambaran umum lokasi penelitian diantaranya sejarah desa, 
visi misi desa, demografi desa, pendidikan desa, perekonomian desa, pertanian 
desa, keagamaan desa, serta sarana dan prasarana desa dan sub bab kedua adalah 
pelaksanaan upah buruh petik sawit yang terjadi di Desa Batu Nangkop 
Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara. 
Bab keempat analisis pelaksanaan upah buruh petik sawit yang terjadi di Desa 
Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara baik dari 
segi akad dan pelaksanaan pengupahan yang terjadi antara pemilik lahan dengan 
buruh, Bab kelima adalah penutup guna mengakhiri pembahasan, yang berisi 
tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya 














A. Pengertian Upah(Ijarah) 
Secara etimologi Al-Ijarah berasal dari kata al-Ajru yng berarti al-„iwad yang 
dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.
35
 Sedangkan menurut syariat 
Islam Ijarah adalah hak dari orang yang telah bekerja dan berkewajiban orang 
yang mempekerjakan untuk membayarnya. Upah merupakan hak dari seorang 
buruh sebagai harga atas tenaga yang yang telah disumbangkannya dalam proses 
produksi dan pemberi kerja membayarnya.
36
  
Menurut Taqi al-Din al-Nabhani, Ijarah ialah kepemilikan harta dari seorang 
yang dikontrak tenaganya (ajir) oleh orang yang mengontrak tenaganya 
(musta‟jir), serta pemilikan harta dari musta‟jir oleh ajir,  dimana Ijarah 
merupakan transaksi terhadap jasa yang disertai dengan kompensasi (imbalan).
37
 
Sedangkan menurut pernyataan Professor Benham ijarah adalah uang yang 
dibayar oleh orang yang member pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya.
38
 
Dengan demikian yang dimaksud dengan upah (Ijarah) adalah memberikan 
imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk 
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 Sedangkan menurut istilah upah adalah uang dan 
sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah 
dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau 
penggantian kerugian yang diterima oleh phak buruh karena atas pencurahan 
tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan.
40
  
B. Dasar Hukum Upah (Ijarah) 
Dasar hukum Ijarah adalah Al-Qur‟an, Hadist, dan Ijma‟. Dasar hukum ijarah 
dari Al-Qur‟an adalah sebagai berikut: 
1. Dasar hukum Ijarah dalam Al-Qur‟an 
Surat At-Thalaq [65] ayat 6. 
                    
                                
                       
        
“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut 
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah 
ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga 
mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu 
maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara 
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kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka 
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. 
 
Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum 
Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa 
orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini berlaku umum 
terhadap segala bentuk sewa-menyewa. 
An-Nahl [16] ayat 97.  
                            
                         
“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan 
kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan 
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 
kerjakan”.  
Maksud balasan dalam ayat di atas adalah tentang upah atau 
kompensasi. Dalam Islam seseorang yang mengerjakan pekerjaan dengan niat 
karena Allah akan mendapatkan balasan baik di dunia (berupa upah) ataupun 
di akhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda. 





                      
                      
                           
                       
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang 
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat 
lagi dapat dipercaya"(26). Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku 
bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, 
atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu 
cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka 
aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku 
termasuk orang-orang yang baik" (27)”. 
 
2. Dasar Hukum Hadits 
َعِة اْلُمَذارَ  َعْن َعْبِدااهلِل ْبِن الّسا ِئِب قَا َل َد َخْلَن َعَلى َعْبِد اهلِل ْبِن َمْعِقٍل َفسَأ لَْنا هُ 
 َعنْ  نَ َهى  َلَلى ااهلل َعَلْهِو َوَسَلمَ ّن َر ُسو َل اهللِ فَ َقا َل َزَعَم ثَا ِبُت َأ 
 ُمزَاَرَعِةَوأََمرَبِااْلُمَؤاَجرَِة َوقَا َل الَبْأ َس ِِبَا )رواه املسلم(
“dari Abdullah bin Sa‟ib berkata: “kami masuk menemui Abdullah bin ma‟qil 
dan kami tanyakan kepadanya tentang muzarah? Maka Jawabnya: „Tsabit 





(membolehkan) mujarah (pembiayaan kerja tani) dan ia berkata: mujarah itu 




 اَل عَ تَ  اهللُ  ا لَ قَ  ا َل,قَ  مَ لَ سَ وَ  وِ هْ لَ اهلل عَ  ىلَ لَ  نِبي الّ  نْ عَ  وُ نْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ  ةَ رَ يَ  رَ ىُ  ِبْ  اَ  نْ عَ 
ََثََنُة  لكَ  أَ ا فَ ري حُ  اعَ بَ  ل  جُ رَ وَ رَ  دَ غَ  ُثي  ِب ى طَ عْ أَ  ل  جُ رَ  ةِ ا مَ هَ قِ ا الْ مَ  وْ يَ  مْ هُ مُ صْ خَ  انَ أَ  ة   ثَ ّل ثَ 
 )رواه البخا رى( هُ  رَ جْ أَ  طِ عْ يُ  لَْ وَ  وُ نْ  مِ و فَ تَ ا سْ ا فَ ر  جَ  أْ تَ ا سْ  َوَر ُجل  
“dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw Bersabda: “Allah ta‟ala berfirman: 
ada tiga jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, 
seseorang yang bersumpah atas namku lalu mengingkarinya, seseorang yang 
menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari harganya) dan 
seorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan 




 هُ رَ جْ أَ  امَ جي الُ  طِ اعْ وَ  مْ جِ تَ حْ اِ  مَ لَ سَ وَ  وِ هْ لَ اهلل عَ  لَ لَ  ِبي الني  ني أَ  ا سِ بَ عَ  نِ ابْ  نْ عَ 
 )رواه البخا ر املسلم(
“dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda: berbekamlah kamu, 
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3. Dasar Hukum Ijma‟ 
Sejak zaman sahabat sampai sekarang Ijarah telah disepakati oleh para 
ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama. Hal itu dikarenakan masyarakat 
sangat membutuhkan akad ini. Manusia senantiasa membutuhkan manfaat 
dari suatu barang atau tenaga orang lain, ijarah adalah suatu bentuk aktivitas 
yang dibutuhkan oleh manusia karena manusia yang tidak mampu memenuhi 
kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah 
terlebih dahulu. Transaksi ini untuk meringankan yang dihadapi oleh manusia 
dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan 
agama. Konsep ijarah merupakan menifestasi keluwesan hukum Islam untuk 
menghilangkan kesulitan dalam hidup manusia. 
C. Rukun dan Syarat Upah (Ijarah) 
1. Rukum Upah (Ujrah) 
Menurut Hanafiah, rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul 
dengan kata lain pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. 
Rukun dari ijarah sebagai suatu transaksi ialah akad atau perjanjian diantara 
kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan 
secara suka sama suka.
44
 Ijarah sebagai sebuah transaksi umum baru di 
anggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya.  
Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun ijarah hanya ijab dan qabul. 
Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun ijarah, yaitu: 
                                                             





a. Sighat ijarah yaitu ijab  dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah 
pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk 
lain 
b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa atau 
penyewa/pengguna jasa. Mu‟jir dan Musta‟jir, yaitu orang yang 
melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Mu‟jir adalah 
orang yang memberikan upah dan yang menyewakan,  musta‟jir adalah 
yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu 
disyaratkan pada mu‟jir dan musta‟jir adalah baligh, berakal, cakap 
melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhoi 
c. Objek akad ijarah 
1) Manfaat barang atau sewa 
2) Manfaat jasa dan upah. Upah atau ujrah, disyaratkan diketahui 
jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa 
maupun dalam upah mengupah.
45
    
2. Syarat Upah (Ujrah) 
Pertama, syarat terjadinya akad (Syarat al-in‟iqad) syarat ini berkaitan 
dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat utama bagi pihak yang 
melakukan ijarah ialah berakal sehat dan pihak yang melakukan ijarah 
mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna. 
                                                             
 45 Rizki Fadli, Zainudin, Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Pengupahan Bajak Sawah Di 
Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar (Jurnal Hukum 





Oleh karena itu orang yang gila atau anak kecil yang mumayyiz tidak sah 
melakukan ijarah. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai 
persyaratan untuk melakukan suatu akad, maka golongan Syafi‟iyah dan 
Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu haruslah 
orang yang sudah dewasa tidak cukup hanya sekedar sudah mumayyiz.
46
 
Kedua, syarat pelaksanaan ijarah (Syurut al-al-nafadz), akad ijarah 
dapat dilakukan apabila ada kepemilikan penguasaan, karena tidak sah akad 
ijarah terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain.  
Ketiga, syarat sah (Syurut al-shihah) terkait dengan pihak-pihak yang 
berakad, objek akad, dan upah, syarat sah ijarah adalah sebagai berikut: 
a. Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad. Dalam 
konteks ini tidaklah boleh melakukan akad ijarah oleh salah satu pihak 
atau kedua-duanya atas dasar paksaan, baik paksaan itu datangnya dari 
pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.
47
 
b. Objek akad, yaitu manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. 




c. Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan berdasarkan syarat 
ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena 
objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang disewa jasanya. Objek 
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sewa juga harus terpenuhi secara syara‟ oleh karena itu tidak sah sewa 
jasa sapu dari orang yang sedang haid atau meyewa orang untuk 
mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan para ulama ahli 
fiqih. 
d. Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah (boleh) 
dalam syara‟ seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk 
ditinggali atau sebagainya. Tidak diperbolehkan untuk melakukan 
maksiat atau suatu yang dilarang syara‟, berdasarkan dabit ini maka tidak 




e. Bila ijarah berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan 
dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan 
merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak 
sah ijarah atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat 
menjadi kewajiban setiap mukmin. Ulama kontemporer berfatwa bagi 
para pengajar Al-Qur‟an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa, 
Imam Malik dan Syafi‟i berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa 
mengajar Al-Qur‟an. 
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f. Orang yang menyewakan jasa tidak boleh mengambil manfaat atas 




g. Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang 
berlaku di masyarakat. 
h. Syarat yang terkait dengan upah atau uang dalam akad ijarah harus jelas, 
tertentu dan bernilai harta. Oleh sebab itu para ulama sepakat menyatakan 
bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad ijarah 
karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.
51
 Adapun syarat 
yang berkaitan dengan upah (ujrah) adalah sebagai berikut: 
1) Upah yang dibayarkan harus suci bukan benda najis, akad ujrah tidak 
sah jika upahnya adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum 
dimasak, atau khamar. Semua itu benda-benda najis.
52
 
2) Upah harus dapat dimanfaatkan, sesuatu yang tidak bermanfaat tidak 
sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikan), seperti serangga 
dan dua biji gandum, karena berbahaya, seperti binatang-binatang 
buas, maupun karena diharamkan pemakaiannya secara syariat, 
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3) Upah harus dapat diserahkan, tidak boleh mengupah dengan burung 
yang masih terbang diudara atau ikan yang masih ada di dalam air, 
juga tidak boleh mengupah dengan harta yang sudah dirampok (di 
ghasab), kecuali upah diberikan kepada orang yang memegang harta 
ghasab itu memungkinkan untuk diambil kembali. 
4) Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan 
upah itu. Baik karena harta itu berupa hak milik maupun wakalah . 




5) Upah harus berupa muttaqawwin yang diketahui, syarat ini disepakati 
oleh para ulama, syarat mal muttaqawwin diperlukan dalam ijarah 
karena upah merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga 
barang dalam akad jual beli. 
6) Upah atau sewa menyewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat 
mauqud alaih apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat 
barang yang disewa, maka ijarah tidak sah.
55
 Misalnya menyewa 
rumah untk ditinggali yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si 
penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian 
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dengan tanah pertanian, ini merupakan pendapat Hanafiah, akan 
tetapi Syafi‟iyah tidak memasukan ini sebagai syarat untuk ujrah.
56
 
D. Prinsip Keadilan dalam Upah Mengupah 
Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku pada semua wilayah kegiatan 
manusia, baik dalam bidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Sistem 
ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan ini, yang meliputi keseluruhan 
aspek dasar perekonomian seperti produksi, distribusi, dan pertukaran.
57
 
Dalam hukum Islam juga menetapkan beberapa prinsip-prinsip yang 
berpengaruh kepada pelaksanaan perjanjian ijarah kepada para pihak yang 
berkaitan, diantaranya sebagai berikut : 
1. Prinsip kebebasan berkontrak 
 Yaitu suatu prinsip hukum yang yang menyatakan bahwa setiap orang 
dapat membuat akad jenis apa dan memasukkan klausul apa saja ke dalam 
akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat 
makan harta sesama dengan jalan batil, tetapi yang menentukan akibat 
hukumnya adalah ajaran agama. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat 
Al-Maidah [05] ayat 1: 
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                    
                             
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang 
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut 
yang dikehendaki-Nya”. 
2. Prinsip perjanjian itu mengikat 
 Allah SWT menganjurkan kepada manusia dalam melakukan 
perjanjian harus secara tertulis, adanya saksi-saksi agar sebuah perjanjian 
tersebut mengikat para pihak untuk melakukan hak dan kewajiban masing-
masing.Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Israa‟ [17] ayat 34: 
                       
             
“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang 
lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya 
janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya”. 
3. Prinsip Keseimbangan 
 Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak 
dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan 





akan diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Dalam 
melakukan perjanjian ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-




4. Prinsip Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)  
 Asas ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan 
tidak boleh memberatkan (masyaqqah) atau menimbulkan kerugian 
(mudharat) di antara para pihak yang melakukan perjanjian. 
5. Prinsip amanah 
 Bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik termasuk 
kejujuran dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah 
satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Jika kejujuran ini tidak 
diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu 
sendiri.
59
 Selain itu, apabila tidak adanya kejujuran maka akan menimbulkan 
kecurigaan diantara para pihak. 
6. Prinsip keadilan 
 Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali 
disebutkan dalam Al-Quran. Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan 
kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia 
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lebih dekat kepada taqwa.Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-
Maidah [05] ayat 8: 
                 
                      
                    
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
 Pengupahan harus ditetapkan berdasarkan pada nilai keadilan dan 
kejujuran serta dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan 
pihak manapun, diantara ajarannya yaitu terdapat pada firman Allah SWT 
dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 : 
                         
               
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 





 Tingkat upah minimum dalam sebuah masyarakat Islam ditentukan 
dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia yang meliputi makanan, 
pakaian, dan perumahan. Seorang pekerja haruslah dibayar dengan cukup 




E. Penggolongan Upah 
1. Upah Sistem Waktu 
 Dalam Upah Sistem Waktu, besarnya upah ditetapkan berdasarkan 
standar waktu lama kerja seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Besarnya upah 
sistem waktu didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan dengan 
prestasi kerja. 
2. Upah Sistem Hasil (Output) 
 Upah sistem hasil ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan oleh 
pekerja, seperti perpotong, meter, liter, dan kilogram. Besarnya upah yang 
dibayarkan selalu didasarkan kepada banyaknya hasil bukan didasarkan 
kepada lamanya waktu pekerjaan. 
3. Upah Sistem Borongan 
 Upah sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan 
besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. 
                                                             





Penetapan besarnya balas jasa cukup rumit, seperti lama mengerjakannya serta 
banyaknya alat yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya.
61
 
F. Waktu Pembayaran Upah 
 Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam 
bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di 
akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip 
utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksidan komitmen 
melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja 
dengan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan haarus jelas dahulu 
bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya 
upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak 
atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai 
dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka 
kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.
62
 
Dalam menentukan upah yang adil bagi seorang pekerja yang sesuai kehendak 
syariah, bukanlah pekerjaan yang mudah. Mawardi dalam“Al-Ahkam al-
Suthaniah” berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar 
cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum.
63
 
Seorang pekerja berhak mendapatkan upah yang adil atas kontribusinya dalam 
bekerja, untuk menentukan standar upah yang adil dan batasan-batasan yang 
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menunjukkan eksploitasi terhadap pekerja, Islam mengajarkan bagaimana 
menetapkan upah, yaitu dengan tidak melakukan kezaliman terhadap buruh atupun 
dizalimi oleh buruh.
64
 Sebagaimana sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat 
Al-Baqarah [2] ayat 279. 
                             
                
“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, 
bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari 
pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan 
tidak (pula) dianiaya.” 
Dalam fiqih muamalah, upah ditentukan berdasarkan prinsip layak atau 
kesetaraan dan keadilan yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa 
yang telah ia berikan pada proses produksi.
65
 Upah dikatakan layak apabila upah 
yang diterima sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan dapat memenuhi 
kebutuhan. Adapun maksud adil dalam penetapan upah ini adalah jelas dan 
transparan yang dapat dijamin dengan adanya peraturan yang mengatur selama 
hubungan kerja terjalin. Adil juga bermakna sesuai dengan jerih payah pekerja 
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 Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka 
kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil, supaya 
keputusan itu benar-benar adil dalam artian terdapat keseimbangan antara tingkat 
upah yang ditetapkan antara pekerja tidak terlalu rendah sehingga mencukupi 
biaya kebutuhan pokok dan juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan tidak 
kehilangan bagian yang sesungguhnya dari hasil kerja sama itu.
67
 
Upah tidak menjadi milik dengan hanya sekedar akad, menurut mazhab 
Hanafi, masyarakat mempercepat upah dan menangguhkannya sah, seperti juga 
halnya mempercepat yang sebagian dan menanngguhkan yang sebagian lagi, 
sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat 
mempercepat menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu 
tertentu maka wajib dipenuhinya pada masa berakhirnya masa tersebut.
68
 
Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah 
disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum 
pekerjaan itu selesai dikerjakan.
69
 Karena pada dasarnya orang yang memberikan 
jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. 
Penundaan pembayaran termasuk kedalam kezaliman yang sangat dilarang dalam 
Islam. Karena itu menurut Rasulullah, seorang seharusnya membayar gaji orang 
yang bekerja segera mungkin sebelum keringatnya kering, sebagaimana sabdanya: 
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ََلى اهلُل َعَلْهِو َوَسَلمَ  ْبِن ُعَمَر قَا َل َرُسْو لُ  َعْن َعْبِد ا اهللِ  َر َأْجرُُه قَ ْبَل  ,اهلُل  أَْعُطوا اأَل ِجه ْ
 َأْن َيََِف َعَر قُُو )رواه ابن ما جو(
“Dari Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda: berikanlah upah 
kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibn Majah). 
 Hadits diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada porang 
yang telah memberikan jasanya harus dibayarkan sesegera mungkin dan tidak 
boleh ditunda-tunda karena ada kemungkinan buruh yang bersangkutan sangat 
membutuhkannya. Dalam menjelaskan hadits diatas syeikh yusuf Qardawi dalam 
kitabnya pesan nilai dan moral dalam perekonomian Islam menjelaskan bahwa 
sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah 
menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena 
umat Islam terikat syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan 
yang halal atau menghalalkan yang haram. Penundaan pembayaran tentu sangat 
merugikan pekerja apalagi jika penundaan itu sangat lama hingga lupa tidak 
dibayarkan.
70
 Penundaan pembayaran termasuk kezaliman yang sangat dihindari 
oleh Nabi sebagaimana dalam sabdanya: 
                                                             





ْعُت أََنس ا َرِضَي اهلُل َعْنوُ  يَ ُقو ُل َكا َن النيِبُ  َعْن َعْمِر ْبِن َعا ِمٍر َرِضَي ااهلُل َعْنُو قَا َل َسَِ
ا َأْجرَُه )رواه البخا َلَلى ااهللُ َعَلْهِو َوَسَلمَ   رى( ََيَْتِجُم وََلْ َيُكْن َيْظِلُم َأَحد 
“Dari Amr ibn Amir, berkata: Aku mendengar Anas berkata, Rasulullah berbekam 




 Penundaan pembayaran tersebut seperti orang yang menunda pembayaran 
utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari. Apalagi orang yang 
tidak mau membayar upah kepada orang yang telah dimintai jasanya. Menunda 
membayar upah dilarang oleh Rasulullah dan orang yang tidak mau membayar 




G. Sistem Pengupahan Dalam Islam 
Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi yaitu, dimensi dunia dan 
dimensi akhirat. Untuk menerangkan Upah dalam dimensi dunia maka konsep 
moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh dimensi 
akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan maka dimensi akhirat tidak akan 
tercapai. Oleh karena itu konsep moral diletakkan pada kotak yang paling luar, 
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yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar 
upah dimensi akhirat dapat tercapai.  
Dimensi dunia dicarikan oleh dua hal yaitu dan layak, adil bermakna bahwa 
upah yang diberikan harus jelas, transparan, dan proposional. Layak bermakna 
bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan sangan, pandang, dan 
papan serta tidak jauh dari pasaran.
73
Islam menawarkan suatu penyelesaian yang 
sangat baik atas masalah upah dan menyelesaikan kepentingan kedua belah 
pihak.
74
 Kelas pekerja dan paa majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari 
majikan. Seorang majikan tidak membenarkan bertindak kejam terhadap 
kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. 
Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak 
manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka 
tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap 
semua makhluk tercantum dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 279:  
                             
                
“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, 
bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari 
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pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan 
tidak (pula) dianiaya”. 
Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperintahkan untuk 
bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi 
tindakan aniaya terhadap orang lain dan tidak merugikan kepentingan diri sendiri. 
Penganiayaan terhadap pekerja adalah jika majikan tidak membayar secara adil 
dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil mereka bekerja 
tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap 
majikan yaitu mereka paksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para 
pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu Al-Qur‟an 
memerintahkan kepada para majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian 
yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia 
telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Dan jika dia tidak mampu mengikuti 
anjuran Al-Qur‟an ini maka dia akan dihukum di dunia ini oleh Negara Islam dan 
dihari kemudian oleh Allah demikian pula para pekerja akan dianggap penindas 
jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. Prinsip 
keadilan yang sama tercantum dalam QS. Al-Jaathiya [45] ayat 22: 
                         





“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benardan agar 
dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan 
dirugikan”. 
Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia kegiatan manusia karena mereka 
akan diberi balasan di dunia dan di akhirat. Setiap manusia akan mendapatkan 
imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan 
dirugikan, ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai 
dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi, jika ada 
pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih 
mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas 
bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan 
sumbangsihnya dalam kerjasama dan untuk itu itu harus dibayar tidak kurang, juga 
tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.  
Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi bahkan 
menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, 
lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal 
kerjanya.
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Salah satu upaya untuk melindungi hak pekerja, dikenal adanya 
kesepakatan kerja antara tenaga kerja (mu‟ajir) dengan orang yang 
mempekerjakan (musta‟jir). Berikut hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja. 
1. Ketentuan Kerja 
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     Ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang  yang dikontrak untuk 
dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu dalam kontrak kerjanya, harus 
ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya.
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2. Bentuk Kerja 
     Di dalam Ijarah harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang hendak 
dikerjakan seorang ajir. 
3. Waktu Kerja 
     Dalam transaksi Ijarah juga harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu 
yang dibatasi dengan jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya 
pekerjaan tertentu, selain itu wajib ada juga perjanjian waktu bekerja bagi ajir. 
4. Gaji Kerja 
     Disyaratkan juga gaji transaksi ijarah tersebut jelas dengan bukti dan ciri 
yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi ijarah boleh tunai dan 
juga tidak asalkan syaratnya jelas. 
Upah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu: 
1. Upah yang telah disebutkan (ajrul musamma), ialah upah yang telah 
disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan 
harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak. 
2. Upah yang sepadan (ajrul mistli) ialah upah yang sepadan dengan 
kerjanya setara/sepadan dengan kondisi pekerjaan. Maksudnya adalah 
                                                             










H. Berakhirnya Akad Upah 
Ijarah dapat berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut: 
1. Menurut Hanafiyah, Ijarah dapat berkahir apabila meninggalnya salah satu 
pihak dari dua orang yang berakad.
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2. Akad ijarah berakhir )االقالة( menarik Kembali 




4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, dan berakhirnya waktu yang telah 
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